
LEMBARAN DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH

NOMOR: 12 TAHUN 1989 SERI D NQ:6

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR 24 TAHUN 1988

TENTANG

KOTA-KOTA LAIN DI LUAR WILAYAH IBUKOTA PROPINSI
IBUKOTA KABUPATEN 7 KOTAMADYA DAN

KOTA ADMINISTRATIF DAPAT DI
BENTUK KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

tbaag : a. bahwa untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan di dalam*kota-kota lain di 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah secara berdaya guna 
dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan masyarakat. 
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LEMBARAN DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWATENGAH 

NOMOR: 12 . TAHON 1989 SERI D NO:, 

PEIAnJRAN DAEIAH PIOPINSI DADAH flNGIAT I 
JAWATENGAH 

NOMOI 24 TAHUN 1918 

TENTANG 

IOTA-IOTA LAIN DI LUA.I WILAYAH IIUKOTA PROPINSI 
IBUlaFA KAIUPATEN I KOTAMADYA DAN 

IOTA ADMINISTIA11P DAPAT DI 
IENTlJI DLUIAHAN 

DENGAN IAHMAT nJHAN YANG MAHA ISA 

GtJBEINUll DPALA OAIIAH 11NGKAT I JAWA TINGAII 

M f tac L bahwa untuk. llllllinpadran pembinaan pqelel.,,::aan 
pemerintahan dan peft1banawlm di damn mlMOla lain di 
P.ropinsi Oaerah Tqbl I Jawa Teaph seaua benlayapna 
danberhasilpnasesuaidenpn~_,.mtaa. 
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Mengingat

dipandang periu mengatur pembentuk»n Kelurahan di da­
lam Kota-kota lain di luar Wilayah Ibukota IVopmsi. Ibu­
kota Kabupaten, Kotamadya dan Kola Admimslratip ;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (1)1 'ndang-undang No­
mor S Tahun 1979 jo. Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 5 Tahun 1982, maka dipandang perlu me­
netapkan pengaturan tersebut di atas dengan Peraturan 

Daerah.

: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-po­
kok Pemerintahan di Daerah;

2. IJndang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pemben­
tukan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah­
an Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 
tentang Bentuk Peraturan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982 
tentang Kota-kota lain di luar Wilayah Ibukota Negara, Ibu­
kota Propinsi, Ibukota Kabupaten. Kotamadya dan Kota 
Administratip dapat dibentuk Kelurahan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 

tentang Pembentukan, pemecaharr, Penyatuan dan Pengha­
pusan Kelurahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 

tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa. Pengurus­
an dan Pengawasannya.

Den pan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah
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Jipandang periu mengatur pemt1cn1u~1n Kclurah.:in di da­
lam Kot.a-kola lain di luar W.layah lbukuta Propinsi. lbu­
kota Kahupalcn. Kot.tmadya dan Ku1.1 .\dministratip : 

b. hahwa sci;uai dcnpn Pasal Ji ;i~·at , 11 l 'ndantt-undang No­
mor 5 Tahun 1979 jo. Pas.ii 7 Pcraturan Mcntcri Dalam 
Ncgeri Nomor S ,:ahun 1982, maka dipandang perlu me­
ne1.1rkan pcnpturan te~cbut di atas dcngan Peraturan 
Daerah. 

I. Undang-undang Nomor S Tahun 1974 tcntang Pokok-po­
kok Pemerintahan di Daerah: 

2. Undang-undang Nomor to Tahun 1950 tcntang Pcmben­
tukan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-undang Nomor S Tahun 19791entang Pemerintah· 
an Orsa: 

4. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 
tentang 8entuk Peraturan Daerah: 

S. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982 
tentang Kota-kota lain di Juar Wilayah Jbukota Negara. lbu­
kota Propinsi. lbukota Kaburatcn. Kotamadya dan Kota 
Administratip dapat dibentuk Kel.ur.1han: 

6. Peraturan Mentcri Dalarn Ncgrri Nomor 2 Tahun JQl!O 
tentang Pembcntukan. pemecaharr. Pcnyatuan dan Pengha­
;,usan Kelurahan; 

Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor I Tahun 1982 
tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa. Pengurus­
an dan Penpwasannya. 

Dcnean persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Propinsi Daerah 
Tinpat I Jawa Tengah 

94 



3

MEMUTUSKAN :

. Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 
I JAWA TENGAH TENTANG KOTA-KOTA LAIN DI LU­
AR WILAYAH IBUKOTA PROPINSI, IBUKOTA KABU- 
PATEN/KOTAMADYA DAN KOTA ADMINISTRASI DA­
PAT DI BENTUK KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah*

b. Desa adalah suatu wilayah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang 

ditempati oleh scgumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di- 
dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerin­
tahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah 
tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. Kelurahan adalah suatu wilayah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerin­
tahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggara­
kan rumah tangganya sendiri;

d. Kota-kota lain adalah Desa-desa di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
yang telah menunjukkan ciri-ciri kehidupan perkotaan;

e. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru di luar 
wilayah Kelurahan-kelurahan yang telah ada;

f. Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan-Desa baru di dalam Wilayah 
Desa;

g. Penyatuan Desa adalah penggabungan dua Desa atau lebih menjadi satu Desa.

95

.Meaelapba 

3 

MEMUTUSltAN: 

PERAruRAN DAERAH PROPINSI DAER.AH TINGKAT 
I JAWA TENGAH 'IENTANG KOTA-KOTA LAIN DJ LU­
AR WILAYAH IBUKOTA PROPINSl, IBUKOTA KABU­
PATEN/KOTAMADYA DAN KOTAADMINISl"R.ul DA­
PAT DI BENlUK KELURAHAN. 

BAB I 

IC£TEN11.IAN UMUM 

Pual 1 

Dalam Pcraturan Daerah ini yan1 dimaksud dengan : 

a. Gubemur Kepala Oaerah adalah Gubemur Kepala Daerah Tmgtat I Jawa 
Tenph-

b. Desa adalah suatu wilayaf'I di Propinsi Daerah Tmgtat I Jawa Te:n,ah yans 
ditempati oleh sejumlah penduduk sebapi tesatuan masyarakat tennuut di­
dalamnya kesatuan masyarakat hukum yan1. mpunyai orpnisui pemerin• 
tahan terendah lanpung dibawah Camatdan berhak menyel~n fllffllh 
tangganya sendiri dalam lkatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

c. Kelurahan adalah suatu wilayah di Propinsi Daerah Tm,kat I Jawa Tenph 
)·ang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai orpnisasi pemerin­
tahan terendah langsung di bawah Camat. yana tidak berhak menyele~­
kan rumah tangganya sendiri; 

d. Kota-kota lain adalah Desa-desa di Propinsi Daerah Tangkat I Jawa Tenph 
yang telah menuajukkan ciri-ciri tehidupan perto&aan; 

e. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan menpdakan Kelurahan ·bani di bar 
wilayah Kelurahan-ielurahan yang tdah ada; 

f. Pemec:ahan Desa adalah tindakan menpdabn- Desa baru di dalam \Waylh 
Desa; 

g. Penyatuan Desa adalah penggabungan dua Desa arau lebih menjadi satu Dcsa. 
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BAB II

PEMBENTUKANKELURAHAN

Puri 2

(1) Di dalam Kota-kota lain dapat dibentuk menjadi Kelurahan.

(2) Pembentukan Kelurahan dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan cara 
Pemecahan Desa, Penyatuan Desa dan atau perubahan Desa di Kota-kota lain 
menjadi Kelurahan.

BAB in

syarat-syarat dan wewenang pembentukan

Pasal 3

(!) Di Kota-kota lain dapat dibentuk menjadi Kelurahan dimaksud faal 2 Per­
aturan Daerah ini harus dipenuhi syarat-syarat dan diperhatikan (aktor-taktor 
sebagai berikut:

a. Faktor penduduk: sedikit-dikitnya 2.500jiwa atau 500 Kepala Keluarga dan 
sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa atau 4.00Q_Keoala Keluarga;

b. Faktor luas wilayah : yaitu mampu dijangkau secara berdaya guna dalam 
rangka pelayanan masyarakat;

c. Faktor letak : komunikasi, transportasi dan jarak dengan pusat kegiatan 
pemerintahan dan pusat pengembangan;

d. Faktor prasarana : perhubungan, pemasaran, sosial dan prasarana fisik 
pemerintahan;

e. Faktor sosial budaya : agama dan adat istiadat;

C Faktor kehidupan masyarakat: mata pencaharian dan dri-ciri kehidupan 
masyarakatnya.
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BAB II 

PDIBENll.JKAN«ELUIAHAN 

Pallll 

(I) Di dalam Kola-kota lain dapal dibemuk meqiadi Kelurahan. 

(2) Pembentukan Kelurahan dimaksud ayat (I) Pasal ini dilakukan denpn cara 
Pemec:ahan Dcsa. Penyatuan Desa clan atau perubahan Desa di Kota-kota lain 
meruadi Kelurahan. 

BAB ID 

SYAIIAT-SYAR,\T DAN WIWENANG PIMBENl'UKAN 

Pual l 

(1) Di Kota-kola lain dapat dibentut meqadi Kelurahan dimatsud Pull 2 Pcr­
atunn Daerah ini harus dipenuhi sy:uat-syarat clan diperhalibn &ttor.faktor 
set.pi beritut : 
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a. Fattor pendudut : ledikit-dititnya 2.SOO jiwa mu SCIO Kepala Klluup dan 
sebanyat-banyatnya l0.000 jiwa aiau._4.0DO..Kepala Ketuup; 

b. Falttor luas wilayah : yaitu mampu dijanakau sec:ara berdaya gum dalarn 
ranata pelayanan muyarabt; 

c. faktor letak : komunibsi. transportasi clan jarak denpn pusat tqiatan 
pemerintahan clan pusat pengembangan; 

d. Falttor ~ : perhubunpn. pemuaran. sosial clan pruarana fisit 
pemerintahan; 

e. Faktor sosial budaya : 1111111 dan adat isdldat; 

r. Faktor ltehidupan masyaraltlt : mata penc:aharian clan c:iri-c:iri kehidupan 
masyarakalnya. 



(2) Sehin dipenuhi syarat-syarat dan faktor-faktor dimaksud ayat (1) Rasa! ini harus 
memperhatikan pub ciri-ciri sifat masyarakatnya, antara bin :

a. majemuk;
b. lebih dinamis;
c sensitif dan kritis;
d. dukungan sosial ekonominya mayoritas sudah terpengaruh oleh kehidupan 

kota.

Pasal 4

(1) Di kota-kota bin dapat dibentuk menjadi Kelurahan dimaksud Pasal 2 Per­
aturan Daerah ini dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah ber­
dasarkan atas usul Bupati/Walikotamadya Kepab Daerah Tingkat n setelah 
mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri;

(2) Usul Bupati/Walikotamadya Kepab Daerah Tingkat n dimaksud ayat (1) Pasal 
ini disampaikan kepada Gubernur Kepab Daerah setelah mendengar pertim­
bangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotamadya 
Daerah Tingkat 1L

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ihi, akan ditetapkan 
lebih lanjut oleh Gubernur Kepab Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
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(2) Sellin dipenuhi syarat-syarat clan fattor-fattor dimatsud ayat (I) Pual ini harus 
memperhalitan pula dri-ciri sifat masyarabbl)'a. antara lain : 

L majemut; 
b. lebih dinamis; 
c. senskif din tritis; 
cl. dutunpn sosial ctonominya mayoritas suclah terpengaruh oleh tehidupan 

kola. 

Pasal 4 

(I) Di tota-tota lain dapat dibentu~ mcr\jadi Kelunlhan dimatsud Pasal 2 Per­
aturan Daenlh ini dilatutan denpn Kcputusan Gubemur KepaJa Daerah bcr­
dasartan atas usul Bupati/Walikotamadya ICcpala Daerah Tmgkat n setelah 
mendapat persetttjuan dari Menteri Dawn Negeri; 

(2) UsuJ Bupati/Walitotamadya Kepala Daerah Tqbt ll dimatsud ayat (1) Pasal 
ini disampaikan tepada Oubemur ICepata Oaerah setelah mendenpr per1im­
banpn Plmpinan Dewan Perwatilan Rakyat Daerah Kabupatcn/Kowmdyl 
Oaerah Tqlcat ll 

IAB IV 

DnN11JAN PINl1l'UP 

..... 5 

HaJ-ha1 yana belum diatur dalarn Petaturan Dacrah ifli. ~ ditetapbn 
lebih lanjut oleh Gubemur Kepala Oaerah sepuvang men,enai pelabanunnya. 
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Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengun­

dangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

dewan perwakilan rakyat daerah
PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH

KETUA

ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO

Semarang, 30 Agustus 1988

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1 
J AWA TENGAH

ttd.

ISMAIL

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya 
tanggal 16 Pebruari 1989 Nomor : 140.33 - 141.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 
Jawa Tengah Nomor: 12 tanggal, 1 April 1989

Seri D No. : 6

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH 

Ymt.

ttd.

Drs. WALOEYO TJOKRODARMANTO
NIP. 010014 956

Pembantu Gubernur Jawa Tengah 
untuk Wilayah Semarang 
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Pasal 6 

Peratur-.m Daerah ini mulai bcrlaku pada tanr,gal diundangkan. 

Agar ?1Upaya !>cl1ap orang dapal mcngetahuinya mernerinlahkan pen,un­
danpn Peraturan Oaerah ini dcnpn penempatannya dalam Lcmbaran Daerah 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. 

Semarang, 30 Agustus J 988 

DEWAN PER.WAKJLAN RAKYAT OAEJVJt GUBERNUR. KEPALA OAER>JI TINOKAl' l 
PROPINSI DAE.RAH TINGK."'T I JAWA nNGAH JAWA lcNCiAJI 

KETl.JA. 

ttd. ttd. 

Ir. SOEKORAHAROJO ISMAIL 

Disahkan oleh Menteri Dalam Ncgeri dengan Keputusannya 
1anggal 16 Pebruari 1989 Nomor: 140.33 - 141. 

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat l 
Jawa Tengah Nomor: 12 tanggal. 1 April 1989 
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Seri : D No. : 6 

SEKRETARJS WILAYAHIDAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH 

Ymc. 

ttd. 

On. WALOIYO TJOKRODARMANTO 
NIP. 010 014 9~6 

Pemban,u Gubcmur J~"-a Tengah 
untuk Wilayah Semarang 



PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 
JAWA TENGAH

NOMOR : 24 TAHUN 198«

TENTANG

KOTA-KOTA LAIN DI LUAR WILAYAH IBUKOTA PROPINSL 
IBUKOTA KABUPATEN/KOTAMADYA DAN KOTA ADMI­

NISTRATIF DAPAT DIBENTUK KELURAHAN.

I. PENJELASAN UMUM.

Pengaturan tenung Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Pengha­
pusan Kelurahan di Ibukou Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya dan 
Kota Administratip telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1983 yang mendasarkan diri pada 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980.
Peraturan Daerah tersebut di atas diadakan untuk menghadapi kemungkinan 

perkembangan baik berupa Pembentukan, Pemerahan, Penyatuan maupun 
Penghapusan Kelurahan sebagai suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah 
penduduk dan mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung di ba­
wah Camat

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan 
Desa, pembentukan Kelurahan di dalam Kota-kota lain di luar Ibukota Propin­
si, Ibukota Kabupaten, Kotamadya dan Kota Administratip dimungkinkan se­
panjang dipenuhi persyaratan-persyaratan seperti pada pembentukan Kelurah­
an di Ibukota Propinsi. Ibukota Kabupaten. Kotamadya dai: Kota Adminis­
tratip.

Perkembangan dan kemajuan pembangunan serta masyarakat di Desa 

yang dapat disebut dalam Wilayah Kota lain di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah sudah memerlukan peningkatan pelayanan.
Oleh karena itu Desa tersebut perlu diubah statusnya menjadi Kelurahan agar
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PENJELASAN 

PERATIJRAN DAERAH PROPINSI DAERAH 11NGKAT I 
JAWATENGAH 

NOMOR : 24 TAHUN 1988 

TENl'ANG 

KOTA-KOTA LAIN DI LUAR WILAYAH IBUKOTA PROPINSI. 
IBUKOTA KABUPATEN/KOTAMADYA DAN KOTA ADMI­

NISTRATIP DAPAT DIBENTV1' KELURAHAN. 

I. PENJELASAN UMUM. 

Pengaturan tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Pengha­
pusan Kelurahan di Jbukota Propinsi. lbukota Kabupaten, Kotamadya dan 
Kota Administratip telah ditetapkan dengan Peratwan Daerah Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1983 yang mcndasartan diri pada 
Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 2 Tahun 1980. 
Pcraturan Daerah terscbut di alas diadaltan untuk menghadapi kcmunpinan 
pertcmbangan baik bcnipa Pembcntukan. Pemecahan. Penyawan maupun 
Penghapusan Kelurahan scbagai suatu Wilayah yang ditempali oleh sejumlah 
penduduk dan mempunyai organisasi Pcmcrintahan terendah langsung di ba­
wah Camat 

Menurut Undang-undang Nomor S Tahun 1979 tentang Pemcrintahan 
Desa. pembcntukan Kelurahan di dalaJn Kota-kota lain di luar lbukota Propin­
si, lbukota Kabupaten. Kotamadya dan Kota Administratip dimungkinkan se­
panjang dipcnuhi persyarat.1n-per5,yaratan scperti pada pembentukan Kelurah­
an di lbukota Propinsi, lbukota Kabupaten. Kotamadya da1! Kota Adminis­
tratip. 

Perlccmbanpn dan kemajuan pcmbangunan scrra mil~an.kat di Ocsa 
yantt dapat disebut dalam Wilay:ah Koca lain di Propins, L>aerah TJngkal I Jawa 
Tengah sudah memerlukan pcningtacan pelayanan. 
Oleh karena itu Desa tcrsebut perlu diubah stalumya menjadi Kelurahan apr 
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B

pemerintahannya dapat ditangani secara lebih berdaya guna dan berhasil guna 
sesuai dengan perkembangan pembangunan dan masyarakatnya.

Untuk dapat melakukan pembentukan Kelurahan di dalam Kota-kota 
diperlukan suatu Peraturan Daerah yang mendasarkan diri pada Pasal 22 Un­
dang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa jo. Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982 tentang Kota-kota lain di luar 
Wilayah Ibukota Negara. Ibukota Propinsi. Ibukota Kabupaten, Kotamadya dan 
Kota Administratip dapat dibentuk Kelurahan, serta pula untuk memungkin­
kan penambahan jumlah Kelurahan yang telah ada di Jawa Tengah.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka ditetapkan Peraturan Daerah 
ini.

II. ^NJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud Perubahan Desa adalah perubahan status 

suatu Desa menjadi Kelurahan.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

* Yang dimaksud dengan pertimbangan Pimpinan Dewan 
adalah suatu Pertimbangan dari Pimpinan Dewan setelah 
mendengar pendapat Fraksi-fraksi.

Cukup jelas.

ayat (1)

ayat(2)

Pasal 4ayat (1)

ayat (2)

Pksal 5 s/d 6
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pemcrintahannya dapal ditangani sccara lcbih bcrda~a iuna dan bcrhasil guna 
scsuai dcngan pcrkcmbanian pcmbangunan dan masyarakaln)·a. 

Untuk dapat mclakukan pelJlbcntukan Kclurahan di dalarn Kota-kot.a 
dipcrlubn suatu Pcraturan Dacrah yang mcndasarkan diri pada Pasal 22 Un­
dang-undana Nomor S Tahun 1979 tcntang Pemerintahan Desa jo. Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor S Tahun 1982 tcntang Kota-kota lain di luar 
Wilayah lbukota Negara. lbukota Propinsi. lbukota Kabupatcn. Kotamadya dan 
Kota Administratip dapat dibentuk Kelurahan. scna pula untuk memungkin­
bn penambahan jumlah Kclurahan fang teJah ada di Jawa Tengah. 

Sehubur.,an dcngan hal-hal tcrscbut di atas. maka ditetapkan Pcraturan Oacrah 
ini. 

D. _.'tJILASAN PASAL DEMI PASAL 

Cutup jelas. 

ayat (1) 

ayat (2) 

~. 
Pasal3 

Pasal 4ayat (1) 

ayat (2) 

Pasal S s/d 6 

100 

Cukup jclas. 

Yang dimaksud Pcrubahan Desa adalah perubahan status 

suatu Dcsa menjadi Kclurahan. 

Cultup jelas. 

Cukup jelas. 

• Yang dimatsud dengan pcnimbangan Pimpinan Dewan 
adalah suatu Pertimbangan dari Pimpinan Dewan setelah 
mcndengar pendapat Fraksi-f raksi. 

Cukup jelas. 


